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Kedudukan salinan akta akta menurut prinsip kehati-hatian dapat 
digunakan sebagai alat bukti yang sempurna jika proses pembuatan akta 
tersebut memenuhi persyaratan formal dan materiil akta otentik dan tata 
cara pembuatan akta yang tertuang dalam peraturan Undang-undang 
Jabatan Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pengaturan hukum mengenai penyerahan salinan akta jual beli tanah dan 
bangunan kepada para pihak oleh PPAT, bagaimanakah tanggung jawab 
hukum tidak diserahkannya salinan akta jual beli tanah dan bangunan 
kepada para pihak, bagaimanakah penyelesaian hukum yang dilakukan jika 
PPAT tidak menyerahkan salinan akta jual beli tanah dan bangunan kepada 
para pihak. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan melakukan keperpustakaan. Data yang dipergunakan 
adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan dan penelitian 
lapangan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. 
Pengaturan hukum mengenai penyerahan salinan akta jual beli tanah dan 
bangunan kepada para pihak oleh PPAT diatur dalam Pasal 54 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang 
memberikan batasan dan penegasan kepada Notaris bahwa Notaris hanya 
dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse 
akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan 
langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak. 
Tanggung jawab hukum tidak diserahkannya salinan akta jual beli tanah 
dan bangunan kepada para pihak karena lalai dalam melaksanakan tugas 
dan tanggungjawabnya yang mengakibatkan kerugian pihak lain hanya 
dikenakan sanksi teguran secara lisan, pemberhentian sementara, 
pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. 
Tanggung jawab Notaris/PPAT ini dalam rangka memberikan 
perlindungan hukum terhadap para pihak yaitu dengan terpenuhinya hak 
dan kewajiban penjual dan pembeli sejak ditandatanganinya akta jual beli 
dihadapanya hingga setelah diterimanya sertifikat hak atas tanah sesuai 
yang  dikehendaki para pihak. 
Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penyelesaian hukum yang 
dilakukan jika PPAT tidak menyerahkan salinan akta jual beli tanah dan 
bangunan kepada para pihak adalah akan mendapatkan sanksi yang 
sesuai dengan pelanggarannya yaitu dapat berupa sanksi administrative, 
sanksi pidana, sanksi perdata dan kode etik notaris. Notaris wajib untuk 
patuh pada undang-undang jabatan notaris dan dalam melakukan apapun 
bisa dipertanggungjawabkan tanpa merugikan masyarakat atau klien 
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